LEMBARAN NEGARA No.6l th.1950
FERs#TURuN PEMERINT4H No. 25 TaHUN 1950,
PRESIDEN R'EPUB'LIK' INDONESIA,

e) bahwa berhubung cen*nn tefbentuknJa Negzara Kesatuan perlu
diadakan satu perafuran tentan:s penmbapan dglbatan dan
gadji pegawai Neserdl sipil . =l

b} bahwa Peraturan Sementara tentang penetapan diabdtan dan

zadji pesawai Nererd Slpll termaksud dalam Peraturan Pe-
merintah "Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No,16 jo
No. 23 dapat dipakai seba~ail peraturan jang dimaksud itu
djika diadskan perobahan-perobahan jans dapat menghilang-
kan kesand jilan-kezand jilan ;

<%

Henimbang

pasal 98 dan pasal 119 Undan"~undqn* Dasar Sementara Repu-
blik Lnduneolq .

Menzingat

Mendengar pertimbangan Dewan Menteri dalam gidanpnja pada tanggal

5 Oktober 1950,
M E M UTU S KA NG
Mnnetapkan. Feraturan Iemollntuh sebazal berikut!
Paaadt: b

Pasal 2 ajat 1 huruf d dalanm Peraturan Pemerintah Republik Indo-
nesia Serikat tahun 1950 No,16 dihapuskan seluruhnja dan diganti Sbbu—
zal berikut:

d. Djumlah-djumlah "R.6 )y = -" termaktub dalam pasal 9 L

S 19h8 dizanti dengan "R.97,50%,

ragal Tl.

Peraturan Sementara tentans penetapan djabatan dan gadji pegawai.
Negerel sipil, termuat dalam Peraturan Femerintah d&publlk Indonesia
Serikat tohun 1950 No,16 jo.No.23,berlaku puln untuk pegawail Nezopd
sipll jJang kini terhadapnjo ulUJithkan peraturan lain,dengan tidak
menguransi ketentuan dalam pnsal 1 2jat (2) Peraturan Pemerintah No.16
jangz tcrgebuT tadi,

Pasal TIIIL,

Kbpaua pegawal Negerl termaksud dalam pasal 2 jans btidak kawin
Jjang berhubung dengan berlakunjs peraturan ini mendqpat tund jangan
keimahalan daerah lebih rendah dari pada tundjangan kemahalan daerah
jang diterimanja sebelum mulai berlakunja peraturan ini, diberikan
tund janzan peralihan sedjumlah perbedaan antara tundjansan kemahalan
dacrah jang diterimanja terachir dan jang seharusnja diterima menu-
rut peraturan ini, dengan ketentuan bahwza tundjangan peralihan ini so-
tisp bulan mulai tanzigal 1 Oktober 1950 dikuranpi dengan sepertiganja
gsehin;yra pemberian tundgan an termeksud akan berachlr pada tanggal 31
Degembor 1950,

-

Pasal IV,




i

W

Pas&l IV..

Peresturan Pemerintah Ini mulal berlaku pa da,hhri diundanpgkan dan
b@rllku surut sampal tanrval 1 Djuli 1950.

. Agar supaja setia ap orang dapat mbnnetuhuana, memerintahkan
pengundanzan Peraturan Pemerintah Ani den AN peneﬂpatnn daler Lemba-:
r¢n-Ne :ara Republik Indonesia.- ;

Ditetapksn di Djaksrta
pada tangral 9 Oktober 1950,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIa
ttd: SOEKARNO

PERDaNa MENTERI
ttds MOHAMMAD NATSIR

MENTERT KEUANGAN -
Diundanskan ttd: SJAFHUDDIN.PBAWIRANEGHRA.
pada tanggal 11 Oktober 1950 ' '

MENTERI KEHAKIMAN
ttd: WONGSONEGORO.,

Untuk saliran jang sema bunglnja.

Penpatur-Usaha t.‘iil,
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(Boen Fost Chonhg).



